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( 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVlD- 
19) dan Dampaknya, maka beberapa ketentuan mengenai 
penyaluran dan penggunaan Dana Desa dalam Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2021 perlu disempurnakan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pes-ubaban Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 

b. 

Menteri Keuangan 
Perubahan Atasl 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Nomor 69/PMK. 07 /2021 tentang 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran 
Dana Desa guna percepatan penanganan pandemi Corona 

Vtrus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GROBOGAN, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 32 TAHUN 2021 

BUPAT1 GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

' 

TENTANG 
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Tahun 2021 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2021; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahuri 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

. 6573); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l 
Ta.bun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Panderni 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Si stem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65i6); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6570); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

Mengingat 
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2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
266); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1261); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

: 
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Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nornor 1) diubah 

.: 
Pasal I 

PERATURAN BUPAT! GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER bARJ ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 
2021. 

PERUBAHA.N ATAS BUPATI TENTANG Menetapkan : PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 222/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nornor 1641) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
69/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 718); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 
mendukung Penanganan Pandemi Corona. Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 202-1 (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor l); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pernerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

rnemegang kekuasaan pernerintahan negara Repubik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat seternpat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang dialrui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

6. Kewenangan Desa adalah kewenangarr yang dimiliki 
Desa rneliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa rnasyarakat, 
hak asal usul dan adat istiadat Desa. 

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak 

yang merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan, masyarakat. 

8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang 

, 

Pasal 1 

1. Ketentuan angka 46 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

sebagai berikut : 
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I 
muncul karena perkembangan Desa clan prakasa 
masyarakat Desa. 

9. Pemerintahan Desa adalab penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Pemerintab Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarab antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintab Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis . 
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya 

disebut RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

15. Bencana adalab peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor ncnalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis. 

16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleb 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 
oleh alarn antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 
tanah longsor. 

17. Bencana nonalam adalab bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang 
antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 
epidemi, dan wabab penyakit. 

• 



7 

pernbangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

24. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan 
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang 
dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan 
klaster jurnlah penduduk. 

25. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada 
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang 
memilikijumlah penduduk miskin tinggi. 

pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan 

18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19j adalah skala 

penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) 

yang terjadi seeara global di seluruh dunia. 

19. Keuangan Desa ad.alah semua hak dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat 

dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
desa tersebut. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, 

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan rnembayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD 

ad.alah rekening tempat menyimpan uang pernerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerirnaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa 
pada Bank yang ditetapkan. 

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
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26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada 
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

27. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung 
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka 
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat 
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten. 

28. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya 
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan 
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
infrastrukrur, transportasi dan komunikasi. 

29. 1ndeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat 
IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks 
Ketabanan Sosial, lndeks Ketahanan Ekonomi dan 
Indeks Ketahanan Ekologi Desa. 

30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa 
yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa, 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBDesa. 

34. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi dalam 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
karena sifat dan jenisya tidak dapat dilakukan oleh 
Kaur/Kasi. 
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kemarnpuan melaksanakan pembangunan Desa untuk 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar 
besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan 
ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara 
berkelanjutan. 

38. Desa Maju adalah Desa yang memili.ki potensi sumber 
daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan 
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan 
menanggulangi kemiskinan. 

39. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa 
Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara 
optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitas hidup rnanusia dan menanggulangi 
kemiskinan. 

40. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonorni, dan ekologi tctapi belum 
atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berba,gai 
bentuknya. 

41. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami 
.kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan 
ekonomi, dan konllik sosial sebingga tidak 
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan 
dalam berbagai bentuknya. 

dan 
Dt§!!. 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
merupakan mitra Pemetintah 
memberdayakan masyarakat. 

37. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki 

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 

mendanai pelak.sanaan kegiatan pengadaan barang dan 
jasa/ APBDesa. 

36. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya 

disingkat LKD adalah lembaga yang d.ibentuk oleh 
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(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum 
Negara ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara 
ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap, 

I Pasal 9 • 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

42. Produ.k unggulan Desa dan produk unggulan kawasan 
perdesaan merupakan upaya mernbentuk, memperkuat 
dan memperhias usaha-usaha ekonomi y~g difokuskan 
pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di 
wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sarna 
antar Desa. 

43. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 
selanjutnya disebut KPPN adalah instanai vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 
kuasa dari Bendahara Umu.m Negara atau BUN untuk 
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum 
Negara; 

44. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga 
profesionaJ yang direkrut oleh Kementerian yang 
bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, 
Kecamatan, dan Kabupaten. 

45. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, kbususnya yang rniskin dan 
marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga 
kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan 
upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 
rneningkatkan kcsejahteraan rakyat. 

46. Bantuan Langsung Tonai Desa yang selanjutnya disebut 
BLT Desa adalah pernberian uang tunai kepada keluarga 
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

I 
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(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan : 

a. tahap l sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana 

Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan 

bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk 

Pasal 10 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 cliubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

dengan ketentuan : 

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa 

untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) paling cepat bulan eJanuari; 

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai 

dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; 
dan 

c. tahap III sebesar 20% (dua puh.th persen] dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana 

Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai 
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh KPPN melalui pemotongan Dana Desa 

setiap Daerah dan penyaluran dana basil pemotongan 

Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. 

(4) Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat untuk 

seluruh desa dan disampaikan kepada Kepala KPPN 
pada saat penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran dana desa tahap I pertama kali. 
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(1) Penyaluran Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala 
KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara 
lengkap dan benar berupa : 

a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 

b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 
(2) Penyaluran Dana Desa tahap IT sebagairoana dimaksud 

dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf b d.ilakukan setelah Kepala 
KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran 
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara 
lengkap dan benar berupa : 
a Peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. 1aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukk.an rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% 

Pasal 11 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
( COVID-19) paling cepat bulan Januari; dan 

b. tahap Il sebesar 40% [empat puJuh persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa, d.ikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai 
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret. 

(2) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan 
setiap tahun dan ditetapkan dalam lndeks Desa oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingga,l, 
dan Transmigrasl. 
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5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 

(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang 
telah disalurkan; 

d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 

keluarga penenma manfaat BLT Desa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 

e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi lrumulatif 
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah 
dan Kepala KPPN yang berasal dari : 

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
Kepala Desa ke RKUD; dan 

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sarnpai dengan Tahun Anggaran 2019. 

{3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan 
setelah. Kepala KPPN selalru Kuasa Pengguna Anggaran 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati 
secara lengkap dan benar berupa : 
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
90% (sembilan puluh persen] dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lirna persen) dari Dana Desa tahap ll 
yang telah disalurkan; dan 

b. laporan konuergensi pencegah.an stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(4) Bupati wajib melalrukan perekaman realisasi jurnlah 

keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah 

disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desa 
pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa 

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau 
tahap III sebagairnana dimaksud pada ayat (3). 

' 
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sisa Dana Desa di RKUD antara Pernerintah Daerah 
dan Kepala KPPN yang berasal dari : 
1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran. 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 

14 

f. 

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus 
Desa Mandiri sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal IO 
ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala KPPN selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan 
benar berupa : 
a. Peraturan Bupati mengenai ta.ta cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 
b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap I1 untuk Desa berstarus 
Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala KPPN selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan 
benar berupa : 

a Peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
c. laporan realisasi penyerapan clan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% 
(lima puluh persen} dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
Iima persen) dari Dana Desa tahap l yang telah 
disalurkan; 

d. laporan konuerqensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya; 

e. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
Peraturan Kepala Dcsa mengenai penetapan tidak 
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; clan 

berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 

' 

Pasal 12 
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(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk 
desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan 
ketentuan: 

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 
kesatu sampai dengan bulan ketiga : 

1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb; 

2) melakukan perekaman jumlah keluarga 
penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku 

selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran 
Dana Desa untuk BLT-Desa; dan 

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a serta Pasal 12 

ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap desa. 

(2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud dala.m Pas-al 11 ayat 
(2) huruf c dan ayat (3) huruf a serta Pasal 12 ayat (2) 
huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, 
volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13 

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Kepala Desa ke RKUD; dan 

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019. 

(3) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima rnanfaat untuk bulan yang telah 
disalurkan namun belum direkarn realisasi BLT Desa 
pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa 

tahap O sebagaimana dimaksud pada ayat {2). 
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(1) Jumlah keluarga penerima rnanfaat sebagaimana 
dima.ksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 
merupa.kan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu 
tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa, dilakukan 
penghitungan dengan ketentuan : 

Pasal 15 

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran 

atas desa laya.k salur masing-masing bulannya; 
b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai 

dengan bulan kesembilan, diajukan oleh Bupati 
paling banya.k- untuk kebutuhan penyaluran BLT 
Desa selama 3 (tiga] bulan setelah Bupati mela.ku.kan 
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa laya.k 
salur masing-masing bulannya; 

c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah 
disalurkan pada bulan tertentu, penyaluran Dana 
Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat 
diajukan secara 3 (tiga) bulanan setelah Bupati 
melak.ukan pcnandaan pengajuan penyaluran atas 
Desa layak salur rnasing-masing bulannya; 

d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
sebagaimana dima.ksud pada huruf c, dila.kukan 
sarnpai dengan bulan kesembilan; dan 

e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepulub sampai 
dengan bulan kedua belas disalurkan sekaligus 
setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan 
penyaluran atas Desa laya.k salur masing-maaing 
bulannya paling cepat pada bulan Oktober. 

(2) Penandaan pengajuan penyaluran atas Desa laya.k salur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN). 



' 
17 

penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam 
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa 
setiap bulannya, paling banyak sebesar Dana Desa 
tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan 
Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

(3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan bcsaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan 
Pasal 10 ayat (1) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa 
untuk BLT Desa. 

(4) Dalarn hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 untuk bulan kesatu sampai 
dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan 
setelah Bupati melakukan penandaan atas Desa layak 
salur. 

(5) Dalam hal jumlah kelua.rga penerima maniaat yang 
telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari 
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam 
pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sarnpai 
dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar 
kebutuhan BLT Desa setiap bulan. 

(6) Bupati wajib melalruk.an perekaman realisasi jumlah 
kelua.rga penerima manfaat untuk bulan yang telah 
disalurkan namun belum direkam realisasi BLT 
Desanya sampai dengan bulan kedua belas paling 
lambat tanggal 31 Januari 2022. 

a. 

b. 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan 
Dana Desa untuk BLT Desa untuk Desa berstatus 
Desa Mandiri bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf a; 

diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga 

• 

I 
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Pcmberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang 
melalui Camat, dengan ketentuan : 
a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; 
b. tahap IJ berupa : 

1. peraturan Desa mengenal APBDes; 
2. Iaporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata 
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedik:it sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
tahap I yang telah disalurkan; 

4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Desa rnengenai pcnet.apan tidak 
terdapat keluarga penerirna manfaat BLT Desa; 
dan 

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif 
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

• 

Dinas mela!ui Bupati penyaluran kepada 
persyaratan dokumen menyampaikan berkas 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa 

Pasal 16 

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(7) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. 

(8) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 
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peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 5. 

4. 

persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh 
puluh lirna persen) dari Dana Desa tahap Il yang 
telah disalurkan; dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah. 
keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah 
disalurkan BLT Desanya pada saat pengajuan 
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap 1I dan tahap 
III sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1) dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran dimaksud kepada Bupati 
melalui Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 
secara berjenjang melalui Camat, dcngan ketentuan: 
a. tahap r tanpa dokumen persyaratan; 
b. tahap II berupa : 

1. peraturan Desa mengenai APBDes; 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa tahun anggara.n 
sebelumnya; 

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata 
rata capaian keluaran menunjukkan paling 
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 
laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; 

' 

rata-rata realisasi penyerapan 
sebesar 90% [sembilan puluh 

menunjukkan 
paling sedikit 

c. tahap ill berupa : 
1. laporan realisasi penycrapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
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keluarga penerima manfaat BLT Desa atau 
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT 
Desa; dan 

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di 
RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Desa. 

(4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah 
disalurkan BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan 
penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(5) Dalam hal Dcsa tidak meteksanakan BLT Desa Tahun 
Anggaran 2020 selama 9 {sembilan) bulan, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran Dana 
Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan 
dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa 
mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau 
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya 

(6) Camat melakukau fasilitasi, mengkoordiuasikan, 
menerima, meneliti dan memverifikasi atas 
kesesuaian, kebenaran dan kelengkapan data dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang diterirna dari 
Kepala Desa di wilayahnya dalam setiap tahapan. 

(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) berkas persyaratan dinyatakan 
lengkap dan benar, Camat mengirimkan berkas 
dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

(8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas 
nama Bupati melakukan verifikasi atas k.elengkapan 
dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang 
dikirim oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7). 

I 



(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk 

Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan 
ketentuan: 

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan 
setelah Kepala Desa menyampaikan data jumlah 

keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang 

berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa kepada 
bupati; dan 

b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai 

dengan bulan kedua belas dilaksanakan tanpa 
persyaratan. 

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah 

keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan 
sampai dengan bulan kedua belas termasuk untuk 

Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling 

lambat tanggal 31 Desember 2021. 

(3) Dalam haJ tanggal 31 Desember 2021 bcrtepatan 
dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas 

waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga 

penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pada hari kerja sebelumnya. 

(4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat sampai dengan bulan kedua belas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
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Pasal 17 

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(9) Dalam hal basil verifikasi dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dinilai lengkap dan benar, Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati 

menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada 
Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 

dengan surat pengantar sebagai dasar Dana Desa di 
Desa yang bersangkutan layak disalurkan, 
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(1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa. 

(2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana climaksud 
pada ayat ( 1) berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2021. 

• 

11. Kctentuan Pasal 18 dihapus. 

12. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 18A, Pasal 188, dan Pasal 18C, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18A 

persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 
2022. 

(5) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke 

rum dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat 
tidak melebihi bulan berkenaan. 

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 

climaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang 
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya 
atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(7) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme 
pendataan yang digunakan dalam pendataan keluarga 
penerima manfaat BLT Desa Tahun 2020. 

(8) Kepala Desa dapat menyesuaikan jurnlah keluarga 
penerima manfaat tahun berkenaa,n dengan 
memperhatikan penduduk miskin yang terdampak 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
belum menerima bantuan. 

(9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data 
realisasi jumlah keluarga penerirna manfaat BLT Desa 
sebagairoaoa dimaksud pada ayat (3). 
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(1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 18A ayat (1) disalurkan setelah 

Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi 
Khusus Fisik clan Dana Desa menerima dokumen 
berupa: 

a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani 
oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan atau pimpinan organisasi 

I Pasal 188 

Perbendaharaan clan Online Monitoring Sistem 
Anggaran Negara (OM SPAN). 

(3) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) 
dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 
penyaJuran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana 
Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf a dan PasaJ 10 ayat (1) huruf a 

(4) Dalam haJ Dana Desa tahap I di Iuar kebutuhan Dana 

Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi untuk 
mendukung penanganan panderni Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, kekurangan pendaoaan untuk 
penanganan pandemi Corona Vin.is Disease 2019 

(COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa tahap II. 
(5) Dalam hal : 

a. Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi 
Corona Vin.is Disease 2019 (COV!D-19) sebesar 8% 
(delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan 

b. telah terdapat Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2) yang menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Desa tahap I, 

Bupati menugaskan Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat clan Desa untuk melakukan pemutakhiran 

pagu Dana Desa setiap Desa sesuai Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Aplikasi 

• 
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perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan daerah; dan 

b. Surat Kuasa Pernindahbukuan Dana Desa yang 
ditandatangani oleh Bupati. 

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, rnerupakan basil dari penandaan 
Desa yang layak salur melalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati. 

(3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain 
yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I], disalurkan setelah Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik clan Dana Desa menerima dokumen dari Bupati 
berupa: 
a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
b. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. 
(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan 
dengan surat pengantar yang ditandatangani paling 
rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 
masyarakat Desa atas narna Bupati. 

(5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
disampaika:n kepada Kuasa Pengguna Anggaran 
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa 
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). 

(6) Dalam hal Desa telab salur Dana Desa tahap I, 
dukungan pendanaan penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% 
(delapan persen] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan 
di luar kebutuban Dana Desa untuk BLT Desa. 

• 
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(1) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan 

baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa meliputi : 
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui 

Desa Aman COVID-19; dan 

b. mewujudkan Desa tanpa kemislcinan melalui 

Bantuan Langsung Tonai Dana Desa. 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu 

yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa sebagai 
,._ penerima manfaat. 

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan 

melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada keluarga 

miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
kriteria calon keluarga penerima manfaat antara lain : 

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 
berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan 

I Pasal 23 

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: • 

(1) Dalarn hal kebutuhan dukungan pendanaan 

penanganan Corona Vitus Disease 2019 (COVID-19) 

melebihi dari 8% (delapan persen] dari pagu Dana Desa 

setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat 
menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (1) 
hurufa. 

(2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan 

penanganan Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) 

yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di 

luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencuk.upi, 

pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan 
Dana Desa tahap II. 

• 

Pasal 18C 
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b. tidak termasuk penenma bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sernbako, dan 
Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan 
program bantuan sosial Pemerintah lainnya. 

(4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dari Keroentcrian Sosial. 

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana diroaksud pada ayat 
(2) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) per keluarga penerima manfaat, dilaksanakan 
selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari. 

(6) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana diroaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran 
atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya 
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT 
Desa setiap bulan. 

(7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai 
dengan bulan kedua belas lebib kecil dari kebutuhan 
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1} huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih 
Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan 
penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonorni 
lainnya di Desa. 

(8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa 
mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat 
BLT Desa. 

(9) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} termasuk pendanaan kegiatan 
dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sesuai kewenangan Desa, 

(10) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (9) ditetapkan paling 

26 
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sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa 
setiap Desa. 

{11) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) di luar dan tidak termasuk pendanaan 
untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurufb. 

(12) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (10), 
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa 
atau pos jaga di Desa. 

(13) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 12) memiliki fungsi : 
a. pencegahan; 
b. penanganan; 
c. pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat 
Desa. 

(14) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPK.M) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa 
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13), berpedoman pada ketentuan peraturan 
penmdang-undangan. 

(15) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan 
Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(16) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan 

~ penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) yang didanai dari Dana Desa. 

( 1 7) Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa, kriteria, 
mekanisme pendataan, penetapa.n data keluarga 
penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan 
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(1) Bupati secara berjenjang melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dan/ atau Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan 
pemantauan sisa, Dana Desa di RKD. 

(2) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui: 
a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun 

Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 
2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Desa ke 
RKUD; 

b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum 
disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi : 
1. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh 
Kepala Desa ke RKUD; dan 

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; 

c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 
2019 yang belum selesai diperhitungkan pada 
penyaluran tahap ill Tahun Anggaran 2020; dan 

d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 
2020. 

(3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana 
Desa tahap m atau pada penyaluran Dana Desa tahap 
ll untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 
BLT Desa berdasarkan basil rekonsiliasi antara Kepala 
Desa dan Bupati. 

.. 

Pasal 48 

14. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

pernberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas 
penggunaan Dana Desa, 
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dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran. 

r 

(4) Hasil rekonsiliasl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan 
penyaluran Dana Desa rnelalui aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendab.araan dan Anggaran 
Negara (OM SPAN). 

(5) Sisa Dana Desa sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) 
huruf b diperhitungkan rnelalui pemotongan Dana 
Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. 

(6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi 
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang 
belum selesai diperhitungkan di tahap ill Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa 
tahap Ill atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk 
Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT 
Desa. 

(8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf d, yang 
tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada 
penyaluran Dana Desa tahap Ill atau penyaluran Dana 
Desa tahap IT untuk Dcsa berstatus Desa Mandiri 
Tahun Anggaran 2021 setelah ctikurangi kebutuhan 
Dana Desa untuk BLT Desa. 

(9) Dalam hal Dana Desa tahap Ill atau Dana Desa tahap 11 
untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7), 
dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih stsa Dana Desa 
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II 
Tahun Anggaran 2022. 
Penyelesaian Dana Desa di RKUD melalui pernotongan 
Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

(10) 
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BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 32.. 

Diteta kan di Purwodadi 
p · 2 Agustus 2021 

~ 
OGAN, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal ll 


	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf
	NPSCN_006.pdf
	NPSCN_007.pdf
	NPSCN_008.pdf
	NPSCN_009.pdf
	NPSCN_010.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_012.pdf
	NPSCN_013.pdf
	NPSCN_014.pdf
	NPSCN_015.pdf
	NPSCN_016.pdf
	NPSCN_017.pdf
	NPSCN_018.pdf
	NPSCN_019.pdf
	NPSCN_020.pdf
	NPSCN_021.pdf
	NPSCN_022.pdf
	NPSCN_023.pdf
	NPSCN_024.pdf
	NPSCN_025.pdf
	NPSCN_026.pdf
	NPSCN_027.pdf
	NPSCN_028.pdf
	NPSCN_029.pdf
	NPSCN_030.pdf

